






BENTUK PELANGGARAN / 
KOMPETENSIABSOLUT 

LEMBAGA PENYELESAiAN 
SENGKETA 

SENGKETA PHPKADA 
- -

Pelanggaran Administrasi Pemilihan 
Bawaslu 

yang Berstfat T erstruktur, Sistematis 
Mahkama �n

dan Masif 

Pelanggaran Kode Etik DKPP 

• KPU
Pelanggaran Administrasi 

• Bawasiu/Par 1wc:1siu

Sengketa Pemilihan Bawastu/Panwastu 

• Sentra Gakkumdu

Ptlanggaran Pldana • Pengadi!an Negeri

• Pengadilan Tinggi

• Pengadilan Tinggi Tata

Sengketa Tata Usaha Negara Usaha Negara
Pemi!ihan 

• Mahkamah Agung

PHPKADA Mahkamah Konstitusi RI 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa

atau perselisrhan hasit yang berkaltan dengan penyetenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah Gubemur, Bupati dan Wa�kota terapat pemrsahan

kewenangan yang dimiliki oJeh lembaga-lembaga Jain yang telah

dipisahkan secara hukum. Sehingga, antar Lembaga negara tersebut di

atas tidak boteh terdapatnya tumpang ttndm kewenangan dalam

menyelesaikan permasalahan pada setiap tahapan pemilihan, terutama

pada Pemifihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024

("Pilwa&kot Malang Tahun 2024");

4. Bahwa kaitannya dengan perkara a quo, Mahkamah Konstitusi RI ("MK

RI") diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada hanya untuk

menyelesaikan sengketa atas Perselisihan penetapan perolehan suara

yang signifikan dan dapat mempengaruhi penefapan calon terpitih,
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perseorangan }'ang merupa!<�n Penduduk Kota Ma!ang yar!g !ercatat dJ 

Daftar Pemilih T etap dalam Pilwalkot Malang T ahun 2024. Dengan 

demikian
1 

d-karenakan Pemohon merupakan perorangan yang 

kedudukannya di luar dari kategori Pemohon sebagaimana Pasal 4 PMK 

3/2024, maka Pemohon tidak dapat dikualffikasikan sebagai Pemohon 

dalam Perkara a quo; 

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak

memiiiki Kedudukan Hukum (legal Standing) untuk mengajukan

Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai

Pemohon sebagairnana ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) PMK 3/2024. Mak-a.

sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili Perkara a quo menyatakan permohonan a quo tidak dapat

diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS

PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELIStHAN HASll PEMILIHAN

WALIKOTA KOTA MALANG

18. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Walik0ta, terdapat amba:19 batas maksimar set:isih suara antaF pasangan

calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan WaJikota yang- pada pokolmya sebagai

berikut:
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23. Bahwa Menurut T �rmohon se!e!ah membaca, mencerma!i dan

mempelajari seluruh dalil Pemohon, ternyata permohonan Pemohon

secara jelas dan nyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang

adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan

perhitungan suara, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon

dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan

tahapan penyelenggaraan Pemiiihan Watikota dan Wakil Walikota Kota

Malang:

TANGGAPANTERMOHON 

24. Bahwa ofeh kru:ena datam posita permohonan yang diajukan Pemohoo,

tidak satupun dalil yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil

penghitungan suara yang diumumkan oleh T ermohon, namun

keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya

mempersoatkan permasafahan hukum pada tingkatan tahapan

pefiyeieflggaraan pemtlukada Waftkota dan Vv'akii Vv'aiikota Kota Malang

yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu yang dapat

ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur ttndak ptdana pemitihan, ke

DKPP apabita berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu

apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa

antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;

25. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak mendalilkan perihal adanya

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh T ermohon dan

hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan

Pemoho  bersifat kabur serta seharsnya t-idak dapat diterima untuk

seluruhnya;

26. Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah keliru dalam memohonkan hal-hal

yang cfimononkan (Petitom.}.- Pemcmon. dalam. PetUum Pen:nohonar,n:y,a,_

meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo untuk

paling tidak mengabulkan hal - hal sebagai berikut:

1) Menerima permohonan oleh Pihak PEMOHON untuk seluruhnya
2) Menyatakan bahwa rotasi pejabat dan pengawas ASN

dilingkungan pemerintah kota malang (BKPSDM Kota Malang)
sejumlah 96 orang pada tanggal 3 darr 4 Mei 2024 dan 35 orang
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pada tangga! 9 .4gtJstus 2014 yang di!alwka.l] ole.h Saudara Wahyu 
Hidayat yang termaktub pada pasangan ca/on nomor urut 1 dalam 
PILKADA 2024 Kota Malang adalah melanggar Undang-Undang 
Pemilihan no, 10 tahun 2016,, surat edaran Bawaslu RI no. 96 tahun 
2024 Ill dan oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK SAH dan 
dinyatakan DISKUALIFIKASI 

3) Membatalkan penetapan surat TERMOHON I tertanggal 22
September 2024 dengan segala akibat hukumnya karena jelas
melanggar surat edaran Bawaslu RI no. 96 tahun 2024 tentang
rumUSrrn pemakna-an isu hukum· dalam tahapan pertealona  

gubemur dan wak/1 gubemur, bupatl dan wakll bupatl, serta wall
lu:,ia dan wahii waii A.oia iahun 2014 seuagai pedoman pelai<sanaan
tugas pengawas pemilu/pemilihan menyatakan bahwa rotasi 96
orang pejabat batal demi hukum dengan segala akibatnya.

4} Memliatalkan Putusan TERMOHON /· Na. 629 ta'hun 2024 tertanggal
3 Desember 2024 dengan segala akibat hukumnya

5) Membat�lk;,m Surat da_rj TER.MOHON JI! tert;,u1ggal 4 Desember
2024 No. 1365/PP.00.00IKl/1212024 dengan segala aspek
hukumnya

6) Membebankan biaya perl<ara kepada pihak PEMOHON

TANGGAPANTERMOHON 

27. BahW.cl terttadap Mt-hat yang dimattonkan dalam pe11yelesacan Perkara

Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi RI telah diatur

ketentuan Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024 sebagaimana berikut:

Pasar 8 ayat (3} angka 5 PMK 3/2024 

"hal-hal yang dimohonkan (petitum). memuat antara lain 
permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil 
Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil 
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. 11 

28. Bahwa berdasarkan seluruh Petitum Pemohon tersebut di ates sangatlah

keliru, yakni Pemohon dalam permohonannya tidak meminta untuk

membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan

ole  Termohon sebagEHmana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3}

angka 5 PMK 3/2024. Sehingga, sudah sepatutnya majelis hakim

Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo menyatakan permohonan

Pemohonan tkiak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk

verklaard);

Jawaban T ennohon Komisi Pemilihan Umum Kata Malang terhadap Perf<ara Nomor. 
277/PHPU.WAKO-XXlll/2025 



\ , 

29. Bahwa selanjut11ya adanya ketidal<JeJasan dan ketidak!engkapan

Pemohon dalam menguraikan dalil Permohonannya dalam Permohonan

Hafaman 4 yang pada pokoknya sebagai berikut

"PEMOHON menemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kata Malang tentang daftar 
pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kota malang 
tertanggal 9 agustus 2024 dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang 
it11 trarus dimerrgetti sebagdi perganttarr yang dilara11g sesaai perintmr 
dalam surat edaran diatas. Bila pejabat, wali kota ingin mencalonkan diri 
sebagai wali kota. Adan.va temuan bahwa adanya mutasi sebanyak 96 
pejabat yang dilakukan PJ Wali Kata Malang pada tangga/ 3 Mei 2024 
bukti terlampir buti vide PS, jumlah pejabat ASN yang dirotasi sebanyak 
131 orang." 

TANGGAPANTERMOHON 

30. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sangatlah tidak jelas

dan tidak lengkap serta tkJak berdasar, dikarenakan Pemohon tidak

menguraikan secara jelas dan lengkap dalam Permohonannya siapa saja

pejabat yang dimaksud? pejabat dafam posisi apa? iaiu pasca rotasi,

menjabat sebagai apa? Seluruh pertanyaan - pertanyaan mendasar

tersehotta.tr. yang. sejattnya ttdak diurai dertgan detit s:ettingg:a m.embuar

Permohonannya bersifat kabur;

31. Ditambah, Pemohon semakin membingungkan karena dalam

pemiohonannya, tidak digunakannya dasar-Eiasar hllkum yang bert�u­

dan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan

penghitungan maupun rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon;

32. Bahwa deng:an demikian, Permohonan Pemohon yang Trdak Je·las, Kabur

(Obscuur Libel) serta keliru dalam memuat hal-haf yang dimohonkan

sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa

Perkara untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

untuk seluruhnya (niet onfvankelijk verklaard};

11. DALAM POKOK PERMOHONAN
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Sebe!um menjawab pokok-pokok darn Permohomm Pemohon, Termohon terJebjh 

dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Kota MaJang T ahun 2024 dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 11.1 Gambaran Umum Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Malang Tahun 2024 

Jumlah Penduduk 885.271 jiwa 

Jumlah DPT 660. 7 44 pemHlh

Jumlah Kecamatan 5 Kecamatan 

Jumlah Kelurahan 57 Kelurahan 

Jumlah TPS 1.188 TPS 

Jumtah Surat Suara 677.812 

Jumlah Suara Sah 409.662 suara 

Jumrah Suara Tidak Sah 18.661 suara 

Jum!ah Pemi!:h Lak:-L3k: 323.167 pemi!ih 

Jumlah Pemilih Perempuan 337.577 pemilih 

Setelah Petnohoi1 tnenguraikai1 terkait Gatnbarai1 Utnutn dan Detil dati 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang T ahun 2024, selanjutnya 

T ermohon akan menanggapi dam Pemohon dalam Permohonannya. Pada 

pokoknya, Termohon menyatakan hat - hal sebagai berikut: 

A. PEMOHON MENGANGGAP TIDAK ADANYA PERMASALAHAN ATAS

PERHITUNGAN HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH

TERMOHON

33. Bahwa setelah T ermohon cermati pokok permohonan yang diajukan

oteh Pemohon, senyatanya Pemohon keliru dalam memahami hukum

aeata perselisihan hasiJ pemHihan WaHkota dan Wakif- Waltkota

dikarenakan Pemohon hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran dan

kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan

sama sekaH Hdak terdapat persandingan data ataupun perseHsihan

terkait sefisih hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh T ermohon;
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34. Bahwa haJ tersebut secara je!as berten!angan deP.g3n sistema!ika

permohonan pemohon yang telah diatur oleh Pasal 8 Ayat (4) PMK

3/2024 yang harus mencantumkan adanya kesarahan T ermohon datam

hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil

penghitungan suara yang benar versi Pemohon. Terlebih, Pasal 156 UU

Pilkada mengatur secara terbatas dan limitative hanya berada pada

ruang ltngkup perseffsihan penetapan perotehan suara yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

35. Oleh karenanya, T ermohon tegaskan sama sekali tidak terdapat

pennasafahan
,. 

seUsih ataupun perbedaan suara pada rekapituJasi:

disetiap jenjang pada Pilwalkot Malang Tahun 2024 yang Pemohon

utarakan, sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil

Kecamatan [Bukti T - 5] dengan Model D. Hasil Kata Malang berikut ini:

Tabel 1.1 Perotehan Suara Pasangan Calon Wallkota Malang Nomor

Urut 01 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Malang

Pasion 

Nama DHasil 

Kecamatan Kecarnatan 
-- -· -

Blimbing 42.932 

Klojen 24.233 

Kedungkandang 53.681 

Sukun 46.936 

lowokwaru 3b.4/b 

Jumlah 203.357 

·-

01 

n 14 ii - .. as .. 

KabKo 
----

42.932 

24.233 

53-.6-81 

46.936 

3b.4/b 

203.257 

Selisih 

---

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tabet 1.2 Pernlehan Suara Pasangan Caron- Waiikota Marang Nomor 

Urut 02 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Malang 

Pasron 02 

Nama DHasii D Hasii 
Selisih 

Kecamatan Kecarnatan KabKo 
-·

Blimbing 16.328 16.328 0 

Klojen 8.142 8.142 0 

Kedungkandang 1-9.295 19.295 0 

Sukun 17.753 17.753 0 

Lowokwaru 12.629 12.629 0 

Jumlah 74.147 74.147 0 
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T abel 1.3 Perolehan Suara Pasangan Galon \1\/alikota Malang Nomor 

Urut 03 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kata Malang 

Pasion 03 

Nama D Hasil D Hasil 
Selisih 

Kecamatan Kecamatan KabKo 
- . -- - ,�- --

Blimbing 28.132 28.132 0 

Klojen 15.722 15.722 0 

Kedungkandang 26.318 26.318 0 

Sukun 30.752 30.752 0 

lowokwaru 31.334 31.334 u 

Jumlah 132.558 132.558 0 

36. Bahwa dengan demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan

Wafikota dan Wakil Wafikota Mafang tahun 2024 yang benar menurut

T ermohon adarah sebagaf berikut:

No 
- . 

2 

3 

Pasangan Caton 
- -

Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. - Ali Muthohirin 

Heri Cahyono - Ganisa Pratiwi Rumpoko 

H. Anton - Dimyatt Ayatulloh

Total Suara Sah 

Hasil Perolehan Suara 
--

203.257 Suara 

74.147 Suara 

132.258 Suara 

409.662 Suara 

37. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat permasalahan ataupun selisih

suara pada rekapitulasi hasrt suara Pemmhan Watrkota dan Wakil

Walikata Malang tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh

karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa

dan mengadili Perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk

seluruhnya;

B. TERMOHON TELAH MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN

PASANGAN CALON SECARA BENAR BERDASARKAN PERATURAN

PERUNnANG - UNOANGAN

38. 8ahwa Pemohon daiarn Permoiionan a qua haiarnan 4 s/d 6 mer.daiiikan

yang pada pokoknya T ermohon telah melakukan pelanggaran

dikarenakan menetapkan pasangan Galon Namor unrt 1 Caton Walikota

dan Wakil Walikata Kata Malang Tahun 2024 atas nama Dr. Ir. Wahyu
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Hidaya!, M.M. - ,AJi Mut'1ohirin dikarenakan adanya dugaan pergan!!an 

pejabat yang dilakukan oleh Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. selaku Pj 

Walikota dan Caton Walkota Matang Nomor urut 1; 

TANGGAPANTERMOHO� 

39. Bahwa Termohon adalah Lembaga yang diberikan kewenangan dalam

menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakrl· Waltkota di Kata

Malang tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya Tergugat berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adi(;

40. Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota termohon melaksanakan proses tahapan pencalonan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tamm 2024 tentang Pencafonan Gubemur dan Wakii Gubemur, Bupati'

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

("PKPU 8/2024");

41:. Bahwa selanjutnya� berikut Terrnohon Jelaskan data dan fakta dari. 

pelaksanaan prosesi Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota Malang tahun 2024 sebagai berikut: 

1} Bahwa T ermohon dalam melakukan tahapan Pencalonan memntki

Program dan Jadwal Kegiatah T ahapan Pencalonan Gubernut dah

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana telah diatur dalam lampiran l PKPU 8/2024;

2) Bahwa KPU Kota Ma(ang melakukan penetapan Pasangan Galon

Walikota dan Wakil Walikota Malang pada tanggal 22 September

2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Malang Nomor 490 Tahlm 2024 tentang Pentapan Pasangan

Galon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang

Tahun 2024 (KKPU Kota Malang 490/2024). [Bukti T - 6]

3) Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2024 menetapkan

nomor urut untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kata

MaJang sebaga◄mana Keputusan Komisi Pemitihan Umum Kota
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Malang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut 

Pasangan Galon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Kota Ma1ang Tahun 2024 (KKPU Kota Mafang 491/2024). [Bukti T 

-7]

4) Bahwa kemudian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak

pada tanggal 27 November 2024 di 1.188 TPS yang berada di Kota

Malang;

5} Bahwa seteiah diiakukan pemungutan suara, kemudian difakukan

penghitungan suara dari masing-masing TPS serta rekapitulasi

berjenjang pada tingkat Kecamatan hing:ga tingkat Kata Malang

mulai tanggal 27 November 2024 hingga 3 Desember 2024;

6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Matang 629/2024 menetapkan perolehan suara Dr. rr. Wahyu

Hldayat, M.M. - All Muthohlrln sebanyak 203.257 suara: Herl

Gahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko sebanyak 74.147 suara dan H.

Anton - Dimyati Ayatutloh sebanyak 132.558 suara.

42. Bahwa selanjutnya perlu Termohon sampaikan tertebih dahulu Tahapan

Pencalonan yang telah diatur datam Pasal 4 PKPU 8/2024 sebagaimana

berikut:

Pasal 4 PKPU 8/2024: 

( 1) T ahapa,; pe,,calonan gubemur da,1 wakil gubernur, bupati dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: 
a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Ca/on perseorangan;
b; pendaftarar  Pasangan Ca/on; 
c. penelftian persyaratan administrasi ca/on; dan
d. penetapan Pasangan Galon.

43� Bah.wa terrnohon tetah metal<sanakan segata tanapan sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 4 PKPU 8/2024 tersebut dengan seksama dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk Penelitian persyaratan administrasi Galon Walikota dan Wakil 

Wafikota Malang olett KPH Kota· Malang yang dipermasalahkan oleh 

Pemohon; 
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Pengangkatan dan Pe!antikan Pejabat Administra!or dan Pejaba! 

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 17 

April 2024 (,.Surat Mendagri 2761") yang ditujukan kepada Penjabat 

Gubernur Jawa Timur [Bukti T - 9]; 

48. Sahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Sadan

Kepegawaian Daerah Pmvinst Jawa Timur Nornor: 80012809/204.412024

Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat

Administrator Dan Pejabat Pengawas Di lingkungan Pemerintah Kota

Malang tanggal 24 April 2024. menyampaikan menindaklanjuti Surat

Mendagti 2761: ters.ebut yang pada iriti.ya Pl� Walikota Matang, disetujui

untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota

Malang; [Bukti T -10]

49. Sahwa selanJutnya terhadap pengangkatan dan pelantlkan serta

pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di

Ungkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 35 orang pada tanggal

9 Agustus 2024 juga telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam

Neoeri RI meJa!ui Pih Oin�ktur .IR11rler:::il Otonomi naP.rnh herrl:::isarkan
,.,; - . . . 

Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/6013/0TDA

perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhenttan

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Malang tanggal 8 Agustus 2024 ("Surat Mendagri 6013")

yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur; [Bukti T - 11]

50. Sahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur metalui Surat Sadan

Kepe9awc1ian Oaerah Provirn,t Jawa Timur Nomor: 600/5982/204.4/2024

Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikanserta Pemberhentian

Datam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Or_ Ling:kungan

Pemerintah Kata Malang tanggal 08 Agustus 2024, menyampaikan

menindaklanjuti Surat Mendagri 6013 tersebut yang pada intinya Pj.

Walikota Malang menyetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan

pelantikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dt

Uflgkungan Pemerintah Kota Malang; [Bukti T -12}

Jawaban T ennohon Komisi Pemilihan Umum Kata Malang terhadap Perkara Nomor: 
277 /PHPU. WAKO-XXI 11/2025 





3. Menetapkan Perolehan Suara T ahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota

dan Wakit Walikota Malang T ahun 2024 yang tetap dan benar adafah sebagai

berikut:

No Pasangan Calon Hasit Perolehan Suara 
-·- --- - ---- - ---

Or_ Ir. Wahyu Hidayat, M.M. - Ali Muthohirin 203.257 Suara 

2 Heri Cahyono - Ganisa Pratiwi Rumpoko 74.147 Suara 

3 H. Ant-on - Dimyati AyatuHoh 13"2.25& Suara 

Total Suara Sah 409.662 Suara 

Jawaban T ennohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terhadap Perkara Nomor. 
277/PHPU. WAKO-XXlll/2025 










